Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancadla, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan
Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan
Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam

pembangunan nasiona adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang
yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang
didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta
merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan
berkembang atas kekuatannya sendiri;

. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam

pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan
oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu
dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta
mendayagunakan secara optimal selurun sumber daya alam, manusia, dan
danayang tersedia;

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang

kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara
mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang
secara menyelurun mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-Undang
tentang Perindustrian;

. Pasal 5 ayat (1), Pasa 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara

Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok

Perkoperasan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2832);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesdamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2918);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daam Undang-Undang ini yang dirnaksud dengan :

1.
2.

o0 N

10.

11.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri
hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok
industri kecil.

Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang
sama dalam proses produksi.

Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama
dan/atau hasiinya bergfat akhir dalam proses produksi.

Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri
atau jenis industri.

Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang
diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat
dimanfaatkan sebagai sarana produks dalam industri.

Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu
atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap paka untuk konsums akhir
ataupun siap pakai sebagai aat produks.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses
untuk menghasilkan nilai tambah.

Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan
pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan
pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.

Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu
segi menyangkut bentuk, ukuran, komposis, mutu, dan lain-lain serta di segi lain
menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.

Standardisas industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.

Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi
industri.

BAB 11
LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Pasal 2

Pembangunan industri berlandaskan demokras ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan
kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan industri bertujuan untuk :

1.

meningkatkan kemakmuran dan kesgahteraan rakyat secara adil dan merata dengan
memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasl budidaya serta dengan
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;

meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian
ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan
dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta
memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;

meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang
tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah,
termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;

memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta
meningkatkan peranan koperasi industri;

meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang
bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produks
dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah
dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;

menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh
ketahanan nasional.
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BAB 111
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Pasal 4
D Cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
2 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasa 5

D Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil,
termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisonal dan industri penghasil benda
seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia.

2 Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri
kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah.

(©)) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6
Pemerintah menetapkan bidang usaha industri untuk penanaman modal, bailk modal dalam negeri
maupun modal asing.

BAB IV
PENGATURAN, PEMBINAAN,
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pasal 7
Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:
1 mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2. mengembangkan persaingan yang balk dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak
juur;
3. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 8
Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara
seimbang, terpadu, dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap
perkembangan industri.

Pasal 9

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :

1 Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya
alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna
untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;

2. Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang
tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat
dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan
dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
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3. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatankegiatan industri dan
perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasonal pada umumnya
serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya;

4, Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta
pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Pasal 10
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi:
1 keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta

sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasiond;

2. keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya
yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi
pertumbuhan produks nasional;

3. pertumbuhan industri melaui prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat.

Pasal 11
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan  industri  dalam
menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta
pengembangan kerja sama tersebut.

Pasal 12
Untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam
negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan darvatau perlindungan yang diperlukan.

BAB V
IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 13
D Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setigp perluasannya wajib memperoleh
Izin Usaha I ndustri.
2 Pemberian 1zin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan
industri.
3 Kewajiban memperoleh 1zin Usaha Industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu
dalam kelompok industri kecil.
4) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

D Sesual dengan lzin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1),
perusahaan industri wajib menyampaikan informal industri secara berkala mengena
kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah.

2 Kewgjiban untuk menyampaikan informal industri dapat dikecualikan bagi jenis industri
tertentu dalam kelompok industri kecil.

©)] Ketentuan tentang bentuk, id, dan tata cara penyampaian informal industri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


http://www.djpp.depkumham.go.id

